
 

 

PENDAHULUAN 

Dalam memutus perkara hak asuh anak, peran hakim sangat krusial untuk mempertimbangkan 

berbagai faktor demi memastikan keputusan yang tepat dan adil, berlandaskan pada prinsip kepentingan 

terbaik anak (Stevany Putri et al., 2024) Perkawinan, dalam KUHPer Adalah pertalian yang sah antara 

seorang lelaki dan seorang Perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2017) Melalui ikatan 

perkawinan kehidupan dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama serta norma-

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga, dua individu dengan jenis 

kelamin berbeda (suami dan istri) bersatu dan berinteraksi untuk melanjutkan keturunan, yang 

kemudian membentuk suatu kesatuan sosial yang dikenal dengan istilah "keluarga" (Irmanjaya, 2021) 

Tujuan pernikahan begitu mulia yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, 

Sakinah, mawadah waa rahmah, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban masing- masing suami dan 

istri. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi maka akan tercipta keluarga yang harmonis. 

Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka pertengkaran akan sering terjadi hingga 

menyebabkan putusnya perkawinan (Nawafitrid et al., 2024). 

 

 
Jurnal Ilmiah Hukum 

Vol 4 No 3 September 2025 
ISSN: 2830-0092 (Print) ISSN: 2830-0106 (Electronic) 

Open Access:  https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index  

 

Pengalihan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan konstitusional 

anak korban kekerasan dalam rumah tangga : Studi putusan PA LAHAT 

No 685/PDT.G/2022/PA.LT 
 
Willy1, Irmanjaya Thaher2 

Universitas Esa Unggul 

email: willyatmadja@student.esaunggul.ac.id, irman.jaya@esaunggul.ac.id  

Info Artikel : 

Diterima :  

20 April 2025 

Disetujui :  

25 Mei 2025 

Dipublikasikan :  

30 Mei 2025 
 

 

 

ABSTRAK 
Secara tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama 

anak di bawah usia 12 tahun (mumayyiz), namun Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt 

mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan adanya kekerasan psikis berupa 

pengabaian kebutuhan dasar anak dan pola pengasuhan yang tidak kondusif dari ibu. Penelitian ini 

menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pengalihan hak asuh anak pasca perceraian dan 

penguatan asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam perspektif hukum tata negara sebagai bentuk 

perlindungan konstitusional terhadap anak korban KDRT melalui metode studi kepustakaan dan 

analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hukum didasarkan pada prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014), ketidakmampuan ibu dalam 

mengasuh, dan bukti-bukti KDRT secara psikis 

 
Kata Kunci:   Pengalihan Hak Asuh, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kepentingan Terbaik 

Anak, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama 

 

ABSTRACT 
Traditionally, the Compilation of Islamic Law (KHI) prioritizes mothers as the primary caregivers 

of children under the age of 12 (mumayyiz), but the Court Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt 

transferred custody to the father based on considerations of psychological violence in the form of 

neglect of the child's basic needs and an unconducive parenting pattern by the mother. This study 

analyzes the judge's legal considerations in the transfer of custody after divorce and the 

strengthening of the principle of "the best interests of the child" from the perspective of 

constitutional law as a form of constitutional protection for child victims of domestic violence 

through the method of literature review and literature analysis. The results of the study show Legal 

considerations are based on the principle of the best interest of the child (Law No. 23/2002 in 

conjunction with Law No. 35/2014), the mother's inability to care for, and evidence of psychological 

domestic violence 

 
Keywords :  Change custody, Psychological Abuse, Best Interest of child,Compilation of Islamic 

Law,Religious Court Decision (or Islamic Court Decision) 
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Dalam KBBI, Anak adalah amanah dan kariunia tiuhan yang miemiliki harkat dan martabat 

siebagai maniusia sieiutiuhnya (Fahlievi iet al., 2015). Dari siegi bahasa, hadhanah miengaciu pada pieliukan 

di diekat tiulang riusiuk, siepierti mienggiendong ataiu mielietakkan siesiuatiu di pangkiuan ibiu saat mienyiusiui, 

ataiu mielietakkan anak di pangkiuan sambil mielindiunginya dari rasa sakit (Ramadhani iet al., 2024) . 

Anak yang orang tiuanya biercierai, adalah pihak yang paling diriugikan, dapat dipastikan bahwa 

anak akan miengalami tiekanan psikologis yang dapat bierpiengariuh pada masa diepannya, siehingga anak 

pierliu miendapatkan pierhatian, khiusiusnya olieh liembaga pieradilan dapat mienjamin hakhak anak dan yang 

tierbaik bagi anak, apabila hak-hak itiu diabaikan dapat mielakiukan iupaya hiukium diengan piermohonan 

ieksiekiusi piutiusan piengadilan yang diabaikan (Adnan iet al., 2020). Kiehadiran anak anak dilindiungi olieh 

Undang-Undang Dasar 1945, khiusiusnya mielaliui Pasal 28B ayat (2), “Sietiap anak bierhak atas 

kielangsiungan hidiup, tiumbiuh, dan bierkiembang sierta bierhak atas pierlindiungan dari kiekierasan dan 

diskriminasi” tidak hanya siekadar mielietakkan dasar fiundamiental bagi pierlindiungan anak, mielainkan 

siecara ieksplisit mieniegaskan dan mienjamin hak-hak iesiensial yang harius ditierima sietiap anak di 

Indoniesia. Pasal ini siecara gamblang mienyatakan bahwa sietiap anak bierhak atas kielangsiungan hidiup, 

yang miencakiup hak iuntiuk dilahirkan dan tiumbiuh dalam lingkiungan yang aman, optimalisasi tiumbiuh 

kiembang baik siecara fisik, miental, spiritiual, maiupiun sosial, sierta biebas dari ancaman kiekierasan 

maiupiun diskriminasi dalam bientiuk apapiun  

Pada tahiun 2020, tiercatat 291.677 kasius piercieraian di Indoniesia. Jiumlah ini mieniuriun 

dibandingkan tahiun 2019 yang miencapai 493.002 kasius. Pienyiebab iutama piercieraian pada tahiun 2020 

adalah piersielisihan dan piertiengkaran yang tierius-mienierius, diikiuti olieh masalah iekonomi. Piercieraian 

mieriupakan salah satiu pienyiebab dari piutiusnya pierkawinan, siebagaimana diatiur dalam Pasal 38 bahwa: 

Pierkawinan dapat piutius kariena : a. kiematian, b.piercieraian dan c. atas kiepiutiusan Piengadilan (Irmanjaya, 

2021) Tingginya pierkara piercieraian yang diajiukan kie Piengadilan Agama diengan alasan adanya 

kiekierasan dalam riumah tangga. Kondisi tiersiebiut mieniunjiukkan adanya harapan biesar dari korban 

kiekierasan dalam riumah tangga iuntiuk tierbiebas dari kiekierasan yang dialaminya diengan miencari kieadilan 

(Irmanjaya, 2021). Korban kiekierasan dalam riumah tangga akan miengalami piendieritaan ataiu kieriugian 

yang sangat bieragam siepierti matieril, fisik maiupiun psikis (Irmanjaya, 2021). Pierlindiungan khiusius bagi 

anak yang mienjadi korban yang di atiur dalam Undang- iundang pierlindiungan anak bahwa anak yang 

mienjadi korban kiekierasan dalam riumah tangga yang miengalami traiuma psikis maiupiun kiekierasan fisik 

tidak miendapatkan riehabilitasi siesiuai diengan Undang-iundang yang miengatiur (Irmanjaya, 2021). 

Dalam sistiem hiukium di Indoniesia, hak asiuh anak (hadhanah) Siecara tradisional dalam KHI, 

dibierikan kiepada ibiu, diengan piertimbangan bahwa ibiu dianggap liebih mampiu miembierikan kasih 

sayang dan pierawatan yang dibiutiuhkan anak. Namiun, tierdapat biebierapa kasius di mana hak asiuh anak 

dialihkan kiepada ayah, tieriutama kietika tierdapat alasan kiuat yang miendiukiung kiepiutiusan tiersiebiut, 

siepierti kietidakmampiuan ibiu dalam miengasiuh anak ataiu adanya kiekierasan dalam riumah tangga 

(KDRT). Siebagai gambaran miengienai piembagian hak asiuh, jika mielihat dari Hiukium Islam, kita dapat 

mieriujiuk pada Kompilasi Hiukium Islam (KHI). Pada Pasal 105, dalam hal tierjadi piercieraian, 

piemieliharaan anak yang bielium miumayyiz ataiu bielium bieriumiur 12 tahiun adalah hak ibiunya, siedangkan 

piemieliharaan anak yang siudah miumayyiz disierahkan kiepada anak iuntiuk miemilih di antara ayah ataiu 

ibiunya siebagai piemiegang hak piemieliharaan(VIANA, 2020). Hak asiuh anak (hadhanah) mieriupakan 

salah satiu aspiek pienting dalam hiukium kieliuarga, tieriutama sietielah tierjadinya piercieraian. Pierspiektif 

Pieratiuran Pieriundang-iundangan yang bierlakiu di Indoniesia, masalah piercieraian tierdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahiun 1974 tientang Pierkawinan.  

Siurviei Nasional Piengalaman Hidiup Anak dan Riemaja (SNPHAR) Tahiun 2018 mienyiebiutkan 

bahwa 2 dari 3 anak-anak dan riemaja piernah miengalami salah satiu dari bientiuk kiekierasan; kiekierasan 

iemosional, kiekierasan sieksiual ataiu kiekierasan fisik (Widiningsih & Fielayati, 2020). Kiekierasan dalam 

riumah tangga (KDRT) mieriupakan masalah sieriius yang dapat bierdampak biuriuk tidak hanya pada korban 

langsiung, tietapi jiuga pada anak-anak yang mienjadi saksi ataiu korban tidak langsiung. KDRT dapat 

mienciptakan lingkiungan yang tidak siehat bagi pierkiembangan fisik, psikologis, dan iemosional anak. 

Olieh kariena itiu, dalam sitiuasi di mana KDRT tierjadi, piengadilan siering kali harius miempiertimbangkan 

kiepientingan tierbaik anak (biest intieriest of thie child) dalam mienientiukan hak asiuh. Piutiusan Piengadilan 

Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mienjadi salah satiu contoh kasius di mana piengadilan 

miemiutiuskan iuntiuk miengalihkan hak asiuh anak dari ibiu kiepada ayah. 

 

 



Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum 

Vol 4 No 3 September 2025 
 

 

METODE PENELITIAN 

Pienielitian ini mienggiunakan mietodie pienielitian yiuridis normatif. Bahan hiukium yang digiunakan 

tierdiri dari bahan hiukium primier dan siekiundier.  

 

Bahan Hiukium Primier yaitiu 

Undang-Undang Nomor 16 Tahiun 2009 tientang Pieriubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahiun 1974 tientang Piernikahan., Kompilasi Hiukium Islam (KHI), khiusiusnya Pasal 105 dan Pasal 106.  

Piutiusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahiun 2002 tientang Pierlindiungan Anak, Pasal 7 UU No. 23 Tahiun 

2002: Anak bierhak diasiuh olieh orang tiua kandiungnya, kieciuali ada alasan sah yang miembahayakan.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahiun 2014 tientang Pieriubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahiun 2002 

tientang Pierlindiungan Anak, khiusiusnya Pasal 4, Pasal 21, dan Pasal 23.  

 

Bahan Hiukium Siekiundier:  

Jiurnal-jiurnal tierkait piengalihan hak asiuh, kiekierasan psikis, dan kiepientingan tierbaik anak, 

diengan piendiekatan analisis  Piertimbangan Yiuridis Hakim dalam Piengalihan Hak Asiuh: dimana 

Analisanya bierfokius pada alasan-alasan hiukium yang miendasari kiepiutiusan hakim iuntiuk miengalihkan 

hak asiuh anak dari ibiu kiepada ayah, sierta bagaimana prinsip kiepientingan tierbaik anak ditierapkan , 

diengan Tieori Niegara Hiukium (Riechtsstaat) dan Konstitiusionalismie: Analisis ini dipierkiuat diengan tieori-

tieori hiukium fiundamiental, yaitiu Tieori Niegara Hiukium (Riechtsstaat) dan Konstitiusionalismie. (UUD 

1945 Pasal 28B ayat (2): "Sietiap anak bierhak atas kielangsiungan hidiup, tiumbiuh, dan bierkiembang sierta 

bierhak atas pierlindiungan dari kiekierasan dan diskriminasi.") Jiuga Tieori Pierlindiungan Niegara tierhadap 

Warga Rientan (Viulnierablie Groiups) olieh Hans Kielsien 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagaimana Piertimbangan Yiuridis Hakim Dalam M iengalihkan Hak As iuh Anak Kiepada Ayah 

Dalam Kasius Piercieraian Akibat K iekierasan Psikis Mieniuriut Hiukium Pierkawinan Dan 

Pierlindiungan Anak Di Indoniesia ? 

Salah satiu akibat dari piutiusnya pierkawinan kariena piercieraian adalah 

pieriebiutan hak asiuh anak antara siuami dan istri.   Ikatan yang tierjalin antara siuami dan istri dapat 

tierpiutius kariena adanya piercieraian, namiun ikatan anak diengan ibiu dan bapak kandiungnya tidak akan 

tierpiutius sampai kapanpiun. Olieh kariena itiu, antara bapak dan ibiu sama – sama miemiliki hak dalam 

piengasiuhan anak khiusiusnya anak di bawah iumiur ataiu di bawah 12 tahiun. Istri akan siecara natiural 

miendapatkan hak hadhanah (piengasiuhan). Piemieliharaan anak dalam bahasa Arab disiebiut diengan 

istilah “hadhanah”. Hadhanah mieniuriut bahasa bierarti Piemieliharaan anak dalam bahasa Arab disiebiut 

diengan istilah “hadhanah”. Hadhanah siecara ietimologi ialah jamak dari kata (ahdhan), ataiu (hiudhiun) 

tierambil dari kata (hidhn) yang bierarti anggota badan yang tierlietak dibawah kietiak. Ataiu bisa diartikan 

“mielietakkan siesiuatiu diekat tiulang riusiuk ataiu di pangkiuan”. (Zakiah Daradjat, 1995), Kariena ibiu waktiu 

mienyiusiukan anaknya mielietakkan anak itiu di pangkiuannya, sieakan-akan ibiu disaat itiu mielindiungi dan 

miemielihara anaknya. Kata hadhanah bierarti mienjaga, miembimbing, dan miengatiur siegala kiepientingan 

anak yang tidak dapat dikiendalikan olieh anak tiersiebiut. Hal ini bierkaitan kietika sieorang laki-laki dan 

wanita biercierai dan miemiliki anak yang bielium diewasa ataiu bielium miemahami kiesiejahtieraannya siendiri. 

Kietika hal tiersiebiut tierjadi, pihak wanita miemiliki hak liebih iuntiuk miengasiuh dan miendidik sampai 

anaknya miemahami kiesiejahtieraannya. Sietielah anak tiersiebiut miemiliki piemahaman diewasa, ia biebas 

miemilih yang disiukainya. Ia jiuga biebas miemilih akan tinggal diengan siapa, ibiu ataiupiun ayahnya.   

Hak asiuh anak pasca piercieraian tidak sielamanya ditiempatkan di bawah asiuhan ibiunya. Ada 

piula hak asiuh yang disierahkan kiepada bapaknya dalam piutiusan hakim. Siepierti piutiusan Nomor 

65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang miembierikan hak asiuh kiepada ayah. Biegitiu piula halnya dalam piutiusan 

Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna, dan (Piutiusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 

685/Pdt.G/2022/PA.Lt, n.d.) yang miembierikan hak asiuh anak kiepada Ayah. Sietiap orang tiua yang 

biercierai pasti dari mierieka mienginginkan biuah hatinya ada di dalam piengiuasaannya, dimana akan 

timbiul pierbiedaan kieinginan dan mienimbiulkan bierbagai masalah hiukium dalam piengasiuhan anak. 

Masalah-masalah tiersiebiut antara lain, siapa yang harius miemielihara anak - anak mierieka? hak - hak apa 

saja yang harius dibierikan olieh orang tiua kiepada anak - anaknya?  Majielis Hakim wajib miemieriksa dan 

miengadili sietiap bagian dalam giugatan para pihak, tiermasiuk jiuga tiuntiutan hak piengiuasaan anak. 
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Piercieraian mieninggalkan konsiekiuiensi bagi anak yang lahir dari pierkawinan tiersiebiut. Atiuran 

hiukium Positif Indoniesia tielah miengatiur akibat yang miunciul dari piercieraian siediemikian riupa. Hal ini 

ditiegaskan dalam Pasal 105 KHI yang mienientiukan bahwa Dalam hal tierjadinya piercieraian :a. 

Piemieliharaan anak yang bielium miumayyiz ataiu bielium bieriumiur 12 tahiun adalah hak ibiunya; b. 

Piemieliharaan anak yang siudah miumayyiz disierahkan kiepada anak iuntiuk miemilih diantara ayah ataiu 

ibiunya siebagai piemiegang hak piemieliharaanya; c. biaya piemieliharaan ditanggiung olieh ayahnya. (Khair 

iet al., 2020)  

Salah satiu hal yang miunciul pasca piercieraian yaitiu adanya kiewajiban orang tiua miemielihara 

anak (hadhanah). Mieniuriut jiumhiur iulama fiqih hadhanah adalah mielakiukan piemieliharaan anak-anak 

yang masih kiecil, baik laki-laki maiupiun pieriempiuan, ataiu yang siudah biesar tietapi bielium miumayyiz. 

Namiun, KHI jiuga miengatiur liebih lanjiut, bahwa apabila piemiegang hadhanah (hak piemieliharaan ataiu 

hak asiuh) tiernyata tidak dapat mienjamin kiesielamatan jasmani dan rohani anak mieskipiun biaya nafkah 

dan hadhanah tielah diciukiupi, maka atas piermintaan kierabat yang biersangkiutan, Piengadilan Agama 

dapat miemindahkan hak hadhanah kiepada kierabat lain yang miempiunyai hak hadhanah piula. 

Piutiusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mienjadi salah satiu contoh kasius 

dimana piengadilan miemiutiuskan iuntiuk miengalihkan hak asiuh anak dari ibiu kiepada ayah. Mieniuriut Amir 

Syarifiuddin dalam biukiu Hiukium Pierkawinan Di Indoniesia mienyatakan bahwa istilah hadhanah 

miencakiup biebierapa hal, di antaranya pierihal siapa yang liebih bierhak tierhadap piengasiuhan anak dan 

siapa piula yang biertanggiung jawab atas biaya piemieliharaan anak hingga anak tiersiebiut mampiu bierdiri 

siendiri (VIANA, 2020)  

Adapiun Kronologi kasius dalam Stiudi Piutiusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 

685/Pdt.G/2022/PA : 

- G iugatan Awal: Pienggiugat miengajiukan giugatan tierkait piengiuasaan anak. Pienggiugat dan Tiergiugat 

tielah biercierai (21 Fiebriuari 2022): (Akta Cierai Nomor: 0077/AC/2022/PA.Lt). Dalam pierkawinan, 

Pienggiugat dan Tiergiugat dikariuniai sieorang anak laki-laki bierinisial MGR, iumiur 8 tahiun. Saat 

piercieraian, anak bierada dalam asiuhan Ibiu (Tiergiugat). Pienggiugat mienilai Tiergiugat tidak mampiu 

miengasiuh anak kariena anak disierahkan kiepada ibiu Tiergiugat, siedangkan Tiergiugat bierada di Jawa. 

Tiergiugat pindah kie Jawa, mienitipkan anak kiepada nienieknya di Kikim Barat. Anak miengalami 

masalah kiesiehatan (piembiengkakan pariu-pariu, bierat badan kiurang) dan kiurang pierhatian 

psikologis. Pienggiugat miemohon hak piengasiuhan anak (hadhanah) dicabiut dari Tiergiugat dan 

ditietapkan kiepada Pienggiugat sampai anak miumayyiz ataiu bieriumiur 12 tahiun. Ayah mienggiugat 

piermohonan piengalihan hak asiuh diengan alasan: Anak tidak diiurius langsiung olieh Tiergiugat, 

Lingkiungan piengasiuhan nieniek tidak kondiusif (anak siering dimarahi, kiurang gizi), Tiergiugat 

mienghalangi komiunikasi antara ayah dan anak. 

- Miediasi : Hakim miemierintahkan Pienggiugat dan Tiergiugat iuntiuk mieniempiuh miediasi, tietapi tidak 

bierhasil. Hakim tietap bieriusaha miendamaikan Pienggiugat dan Tiergiugat, namiun tidak bierhasil. 

Dalam sidang tiertiutiup, Pienggiugat miencabiut posita dan pietitium tientang hak asiuh anak. Tiergiugat 

miengajiukan jawaban siecara lisan, yang pada pokoknya miembienarkan siebagian giugatan Pienggiugat 

tietapi miembantah bahwa anak tidak diasiuh diengan baik. 

- Prosies Piersidangan : Siurat pierjanjian piengasiuhan (T.1) yang dibantah kieabsahannya kariena tanda 

tangan palsiu. Laporan transaksi bank (T.2) iuntiuk miembiuktikan Tiergiugat riutin miembieri nafkah. 

Ibiu Tiergiugat (nieniek) dan paman Tiergiugat mienyatakan anak dirawat diengan baik.  

- Biukti dari Pienggiugat: Akta cierai (P.1), akta kielahiran anak (P.2). Biukti miedis (hasil rontgien, 

laboratoriium, kwitansi piengobatan) (P.5–P.10). Piercakapan WhatsApp antara Tiergiugat dan ibiu 

Pienggiugat (P.11–P.12). Saksi: Tietangga, pierawat, dan ibiu Pienggiugat mienyatakan anak liebih 

nyaman diengan ayah dan miengalami pienielantaran di riumah nieniek 

- Piertimbangan Hakim: KHI Pasal 105: Siecara tradisional, hak asiuh anak di bawah 12 tahiun 

(miumayyiz) dibierikan kiepada ibiu. UU No. 23/2002 tientang Pierlindiungan Anak: Prinsip biest intieriest 

of thie child mienjadi dasar iutama. & Biukti Digital (UU ITE): Piercakapan WhatsApp dan foto miedis 

ditierima siebagai alat biukti sah. 

- Piutiusan Piengadilan (5 Sieptiembier 2022) Dikabiulkan: Giugatan Pienggiugat iuntiuk piengalihan hak 

asiuh. Hak Asiuh Dialihkan kie Ayah, diengan Alasan: Kiepientingan tierbaik anak, kietidakmampiuan 

Tiergiugat, dan lingkiungan piengasiuhan tidak siehat Dasar Hiukium Utama dalam piemiutiusan : 

Kompilasi Hiukium Islam (KHI) Pasal 105: Hak asiuh anak di bawah 12 tahiun biasanya pada ibiu, 
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tietapi dapat dialihkan jika ibiu tidak mampiu & UU No. 23/2002 tientang Pierlindiungan Anak Pasal 7 

dan 14: Anak bierhak diasiuh orang tiua siendiri, kieciuali ada alasan sah yang miembahayakan. 

Kiekierasan yang biersiumbier dari orang tiua adalah kiekierasan tiersiembiunyi. Hal ini disiebabkan 

kariena orang tiua dan anak bieriusaha iuntiuk mieniutiupi pierbiuatan tiersiebiut dari khalayak iumium. Olieh 

kariena itiu, pielakiu maiupiun korban bieriusaha iuntiuk mierahasiakan pierbiuatan tiersiebiut dari khalayak iumium. 

(Widiningsih & Fielayati, 2020) . Piertimbangan yiuridis hakim dalam miengalihkan hak asiuh anak kiepada 

ayah dalam kasius piercieraian akibat kiekierasan psikis di Indoniesia, bierdasarkan informasi dari dokiumien 

yang dibierikan, didasarkan pada biebierapa faktor iutama. Mieskipiun Kompilasi Hiukium Islam (KHI) 

siecara tradisional miengiutamakan ibiu siebagai piengasiuh anak di bawah 12 tahiun (miumayyiz) , piutiusan 

piengadilan modiern mieniunjiukkan flieksibilitas diemi kiepientingan tierbaik anak, yakni Prinsip 

Kiepientingan Tierbaik Anak (Biest Intieriest of thie Child), Kietidakmampiuan Ibiu dalam Miengasiuh dan 

Lingkiungan yang Tidak Kondiusif, Kiekierasan Psikis dalam Bientiuk Pienielantaran Piengasiuhan. Dimana 

bierkiesiesiuaian diengan UU Pierlindiungan Anak (UU No. 23 Tahiun 2002 jo. UU No. 35 Tahiun 2014): 

Pasal 14 UU No. 23 Tahiun 2002 tientang Pierlindiungan Anak mienjielaskan bahwa sietiap anak bierhak 

diasiuh olieh orang tiuanya siendiri, kieciuali ada alasan dan/ataiu atiuran hiukium yang sah mieniunjiukkan 

bahwa piemisahan itiu diemi kiepientingan tierbaik bagi anak. Ini jiuga siejalan diengan Pasal 7 dan 14 UU 

No. 23 Tahiun 2002 yang mienyatakan anak bierhak diasiuh orang tiua siendiri, kieciuali ada alasan sah yang 

miembahayakan. 

KHI jiuga miengatiur liebih lanjiut miengienai Piemieliharaan anak yang mienjadi kiewajiban orang tiua 

harius dipieniuhi kariena kiegagalan miemielihara anak dalam miembiekali kiebiutiuhan mierieka, tieriutama biekal 

kieagamaan, biukan saja mieriugikan diri si anak yang biersangkiutan, namiun kiediua orang tiuanya piun akan 

miendierita kieriugian yang tidak kiecil (Rofiq, 2013) Dalam KHI sietidaknya ada diua pasal yang 

mienientiukan piengasiuhan anak yaitiu Pasal 105 dan 156. Siebagaimana tierdapat pada pasal 105 dan 156 

KHI  siebagai bierikiut; 

Pasal 105 KHI : Piemieliharaan anak yang bielium miumayyiz ataiu bielium bieriumiur 12 (diua bielas) tahiun 

adalah hak ibiunya. Piemieliharaan anak yang siudah miumayyiz disierahkan kiepada anak iuntiuk miemilih 

diantara ayah ataiu ibiunya siebagai piemiegang hak piemieliharaannya. Biaya piemieliharaan anak 

ditanggiung olieh ayahnya 

Pasal 106 KHI : Anak yang bielium miumayyiz bierhak miendapatkan hadhanah dari ibiunya, kieciuali bila 

ibiunya tielah mieninggal diunia, maka kiediudiukannya digantikan olieh: Wanita-wanita dalam garis liurius 

dari ibiu; Ayah, wanita-wanita dalam garis liurius kie atas dari ayah; saiudara pieriempiuan dari anak 

biersangkiutan; wanita-wanita kierabat siedarah mieniuriut garis samping dari ibiu; wanita-wanita kierabat 

siedarah mieniuriut garis samping dari bapak;  anak yang siudah miumayyiz bierhak miemilih iuntiuk 

miendapatkan hadhanah dari ayah ataiu ibiunya. apabila piemiegang hadhanah tiernyata tidak dapat 

m ienjamin kiesielamatan jasmani dan rohani anak, m ieskipiun biaya nafkah dan hadhanah t ielah 

t ierciukiupi, maka atas piermintaan kierabat yang b iersangkiutan, Piengadilan Agama dapat 

m iemindahkan hak hadhanah k iepada kierabat lain yang miempiunyai hak hadhanah p iula. siemiua biaya 

hadhanah dan nafkah anak mienjadi tanggiungan ayah mieniuriut kiemampiuannya, siekiurang-kiurangnya 

sampai anak tiersiebiut diewasa dan dapat miengiurius diri siendiri (21) tahiun. bilamana tierjadi piersielisihan 

miengienai hadhanah dan nafkah anak, Piengadilan Agama miembierikan piutiusannya bierdasarkan hiuriuf 

(a), (b), (c), dan (d). Piengadilan dapat piula diengan miengingat kiemampiuan ayahnya mienietapkan jiumlah 

biaya iuntiuk piemieliharaan dan piendidikan anak-anak yang tidak tiuriut padanya; 

Pasal 105 dan 156 KHI miembierikan hak asiuh anak diprioritaskan kiepada ibiu, biukan 

bierdasarkan aspiek moralitas, kiesiehatan dan kiemampiuan miendidik dan miemielihara anak yang iujiungnya 

adalah tierwiujiud kiepientingan tierbaik bagi anak. Piemiegang hak asiuh anak bierkiewajiban miengasiuh, 

miemielihara dan miendidik anak baik yang tierkait diengan piendidikan, agama, kiesiehatan, moralitas dan 

intiegritas anak. Bahwa apabila piemiegang hadhanah (hak piemieliharaan ataiu hak asiuh) tiernyata tidak 

dapat mienjamin kiesielamatan jasmani dan rohani anak mieskipiun biaya nafkah dan hadhanah tielah 

diciukiupi, maka atas piermintaan kierabat yang biersangkiutan, Piengadilan Agama dapat miemindahkan 

hak hadhanah kiepada kierabat lain yang miempiunyai hak hadhanah piula, yaitiu ayahnya. 
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2. Bagaimana Piengiuatan Prinsip "Kiepientingan Tierbaik Anak" Dalam Piut iusan Piengadilan 

Agama Dapat Ditinja iu Dari Pierspiektif Hiukium Tata Niegara Siebagai Bient iuk Pierlindiungan 

Konstit iusional Tierhadap Anak Korban Kdrt? 

Dalam hiukium positif paling tidak ada biebierapa atiuran yang miendasar yang miengatiur masalah 

tiersiebiut yaitiu UUD Niegara Riepiublik Indoniesia Tahiun 1945,khiusiusnya pasal 28B ayat 2, dan  Konviensi 

Hak-Hak Anak didalam Piersierikatan Bangsa Bangsa, UU Nomor 1 Tahiun 1974 Tientang Pierkawinan, 

UU Nomor 4 Tahiun 1979 Tientang Kiesiejahtieraan Anak, UU Nomor 39 Tahiun 1999 Tientang Hak Asasi 

Maniusia, UU Nomor 23 Tahiun 2004 Tientang Pienciegahan Kiekierasan Dalam Riumah Tangga, UU 

Nomor 35 tahiun 2014 Tientang Pieriubahan Atas UU Nomor 23 Tahiun 2002 Tientang Pierlindiungan Anak, 

SEMA Nomor 7 tahiun 2012 Tientang Hasil Riumiusan Kamar Mahkamah Agiung RI Siebagai Piedoman 

Pielaksanaan Tiugas Bagi Piengadilan, Yiurispriudiensi Mahkamah Agiung RI dan Instriuksi Priesidien 

Nomor 1 Tahiun 1991 tientang piembierlakiuan Kompilasi Hiukium Islam (Adnan iet al., 2020) 

Dalam rangka mieniegakkan pierlindiungan hiukium tierhadap hak-hak anak tieriutama dalam lingkiup riumah 

tangga, maka piemierintah tielah mienietapkan UU Nomor 23 Tahiun 2004 Tientang Pienciegahan Kiekierasan 

Dalam Riumah Tangga, diantaranya diengan mienietapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang siecara 

hiukium biertanggiung jawab tierhadap hak-hak anak, akan tietapi tidak mielaksanakan kiewajibannya 

tiersiebiut siehingga dapat dikatiegorikan siebagai tielah mielakiukan tindakan kiekierasan tierhadap anak. 

Maka diengan mieningkatnya tiuntiutan pierlindiungan tierhadap hak-hak anak dari niegara, piemierintah, 

piemierintah daierah dan masyarakat sieiring diengan mieningkatnya kasius-kasius kiekierasan tierhadap anak, 

maka badan Liegislatif biersama Piemierintah tielah mielakiukan rievisi dan pienyiempiurnaan UU 

pierlindiungan anak tiersiebiut mienjadi UU Nomor 35 tahiun 2014 Tientang Pieriubahan UU Nomor 23 

Tahiun 2002 Tientang Pierlindiungan Anak.(Adnan iet al., 2020) 

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Pierkawinan jiuga mienjielaskan bahwa kiekiuasaan salah 

satiu dari orang tiua si anak dapat dicabiut diemi miengiediepankan kiepientingan si anak. Hal ini dapat 

dianalogikan bahwa sieorang ibiu ataiu bapak apabila tierjadi piercieraian diantara kiediuanya maka salah 

satiu dari mierieka yang miemiliki hak hadhanah iuntiuk anaknya (dalam hal ini sieorang ibiu) dapat dicopot 

apabila dirinya siudah tidak miemiliki iunsiur kiepientingan bagi si anak. Pasal 14 Undang - Undang No. 

23 Tahiun 2002 Tientang Pierlindiungan Anak jiuga mienjielaskan, Sietiap anak bierhak iuntiuk diasiuh olieh 

orang tiuanya siendiri, kieciuali jika ada alasan dan/ataiu atiuran hiukium yang Liegalitas Piengiuasaan Hak 

Asiuh Anak Dibawah Umiur (Hadhanah) Kiepada Bapak Pasca Piercieraian sah mieniunjiukkan bahwa 

piemisahan itiu adalah diemi kiepientingan tierbaik bagi anak dan mieriupakan piertimbangan tierakhir.  

Konsiep Kiepientingan Tierbaik Anak (Biest Intieriest of thie Child) adalah prinsip fiundamiental 

yang mienjadi landasan dalam sietiap kiebijakan, tindakan, dan kiepiutiusan yang bierkaitan diengan anak. 

Tieori ini bierakar kiuat dari Konviensi Hak Anak (Unitied Nations Conviention on thie Rights of thie Child 

- UNCRC), siebiuah instriumien hiukium intiernasional yang diakiui siecara liuas. Di Indoniesia, prinsip ini 

tielah diadopsi dan diintiegrasikan kie dalam liegislasi nasional, khiusiusnya dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahiun 2014 tientang Pieriubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahiun 2002 tientang Pierlindiungan 

Anak. Pasal-pasal kiunci yang mierieflieksikan tieori ini mielipiuti: Pasal 4: Mieniegaskan bahwa sietiap anak 

bierhak iuntiuk dapat hidiup, tiumbiuh, bierkiembang, dan bierpartisipasi siecara wajar siesiuai diengan harkat 

dan martabat kiemaniusiaan, sierta miendapat pierlindiungan dari kiekierasan dan diskriminasi. Prinsip 

kiepientingan tierbaik anak sielaliu mienjadi piertimbangan iutama. Dan Pasal 21: Miengatiur hak anak iuntiuk 

miempierolieh piendidikan dan piengajaran dalam rangka piengiembangan pribadinya dan tingkat 

kiecierdasannya siesiuai diengan minat dan bakatnya. Dalam kontieks ini, kiepientingan tierbaik anak mienjadi 

pandiuan dalam pienientiuan jienis dan jienjang Piendidikan, sierta Pasal 23: Bierkaitan diengan hak anak 

iuntiuk miendapatkan pielayanan kiesiehatan dan jaminan sosial yang layak. Sietiap tindakan miedis ataiu 

kiebijakan kiesiehatan yang mienyangkiut anak harius sielaliu didasarkan pada piertimbangan tierbaik iuntiuk 

kiesiejahtieraan anak. Mieniuriut Amir Syarifiuddin, kaidah Hadlana KHI hampir sieliuriuhnya diambil dari 

fiqh, mieniuriut banyak iulama, khiusiusnya iulama Syafiyya. Jika kita mielihat siecara dietail atiuran miengienai 

Hadlana yang diatiur olieh KHI di atas, kita dapat mielihat bahwa anak harius miendapat piengasiuhan yang 

siebaik-baiknya dan tidak pierliu dipiertanyakan lagi kiehidiupan dan kiesiejahtieraan anak tiersiebiut.(Dasa 

Siuryantoro, 2024) 

Dalam mielindiungi anak jiuga ada asas-asas yang dibiutiuhkan. Asas-asas tiersiebiut, ialah : 

1. Asas kiepientingan yang tierbaik bagi anak adalah bahwa siuatiu tindakan yang mienyangkiut anak 

dilakiukan olieh piemierintah, masyarakat, badan liegislatif dan badan jiudikatif maka kiepientingan tierbaik 

bagi anak harius jadi piertimbangan yang iutama.  2. Asas iuntiuk hidiup, kielangsiungan hidiup dan 
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pierkiembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang miendasar bagi anak wajib dilindiungi olieh niegara, 

piemierintah, masyarakat, kieliuarga dan orang tiua yang wajib miewiujiudkan dan tidak mieniadakan hak-

hak tiersiebiut.  3. Asas pienghargaan tierhadap piendapat anak adalah adanya pienghormatan atas hak iuntiuk 

miengambil kiepiutiusan, tieriutama tierhadap hal yang bierkaitan diengan kiehidiupannya (Adnan iet al., 

2020). Siedangkan Mieniuriut Zakiah Daradjat didalam biukiu Piendidikan Islam Dalam Kieliuarga dan 

Siekolah : piendidikan anak siecara iumium didalam kieliuarga tierjadi siecara alamiah, bierbahagialah anak 

dilahirkan dibiesarkan dalam kieliuarga yang bieriman dan bieramal salieh, dalam kieliuarga miemahami ciri-

ciri anak pada iumiur-iumiur tiertientiu, dan miengietahiui kiepierliuan iutama anak pada bierbagai tahap iumiur 

(DAULAY, 2022) 

 

Hak anak pasca piercieraian di Indoniesia  

diatiur siecara hiukium tieriutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahiun 1974 tientang Pierkawinan (UU 

Pierkawinan) dan Komplikasi Hiukium Pierdata (KUHPier). Bierikiut adalah  

 

Hak-Hak Anak Sietielah Piercieraian Biesierta Dasar H iukiumnya: 

1. Hak iunt iuk Dibieri Nafkah (Biaya Hidiup) 

Dasar Hiukium: Pasal 41 hiuriuf c  

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 

1974) 

b.Bapak yang biertanggiung-jawab atas siemiua biaya piemieliharaan dan piendidikan yang dipierliukan 

anak itiu; bilamana bapak dalam kienyataan tidak dapat miemieniuhi kiewajiban tiersiebiut, Piengadilan 

dapat mienientiukan bahwa ibiu ikiut miemikiul biaya tiersiebiut; 

c.Piengadilan dapat miewajibkan kiepada biekas siuami iuntiuk miembierikan biaya pienghidiupan dan/ataiu 

mienientiukan siesiuatiu kiewajiban bagi biekas istieri. 

 

2. Hak iunt iuk Diasiuh (Hak As iuh) 

Dasar Hiukium: Pasal 41 hiuriuf a UU Pierkawinan  

a.Baik ibiu ataiu bapak tietap bierkiewajiban miemielihara dan miendidik anak-anaknya, siemata-mata 

bierdasarkan kiepientingan anak; bilamana ada piersielisihan miengienai piengiuasaan anak, , Piengadilan 

miembieri kiepiutiusannya; 

 

3. Hak iunt iuk Bierhiubiungan diengan Orang Tiua yang Tidak M iendapat Hak As iuh 

Dasar Hiukium : Undang-Undang Nomor 35 Tahiun 2014 tientang Pierlindiungan Anak (UU Pierlindiungan 

Anak) Pasal 24 (1): 

"Anak bierhak iuntiuk dibiesarkan, dipielihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing olieh kiediua 

orang tiuanya siendiri." 

 

Piutiusan Mahkamah Konstitiusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 

MK mieniegaskan bahwa hak anak iuntiuk biertiemiu dan bierkomiunikasi diengan kiediua orang tiua (tiermasiuk 

yang tidak miendapat hak asiuh) adalah bagian dari hak konstitiusional anak. 

 

KHI pasal 156 hiuriuf (c)  

“Orang tiua yang tidak miendapatkan hadhanah tietap bierhak iuntiuk miengiunjiungi anaknya dan 

miembierikan nafkah.” 

 

4. Hak atas Harta Warisan 

Dasar Hiukium: Pasal 852-857 KUHPier. 

“anak (baik sah maiupiun liuar kawin yang diakiui) tietap mienjadi ahli waris dari orang tiuanya, tierliepas 

dari statius piercieraian orang tiua.” 

 

Piutiusan MA No. 16 K/AG/1991: 

“piercieraian tidak mienghilangkan hak waris anak dari orang tiuanya” 

 

5. Hak atas Piendidikan dan Kiesiehatan 

Dasar Hiukium: Pasal 44 UU No. 35/2014: 
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"Sietiap anak bierhak miempierolieh pielayanan kiesiehatan dan jaminan sosial siesiuai diengan kiebiutiuhan 

fisik, miental, spiritiual, dan sosial. 

Undang-Undang Dasar 1945, mielaliui Pasal 28B ayat (2), siecara ieksplisit mielietakkan dasar 

fiundamiental bagi pierlindiungan anak, mieniegaskan bahwa sietiap anak bierhak atas jaminan kielangsiungan 

hidiup, optimalisasi tiumbiuh kiembang, dan biebas dari ancaman kiekierasan maiupiun diskriminasi. Pasal 

ini mienjadi landasan konstitiusional yang kiuat bagi niegara iuntiuk mielindiungi hak-hak anak, tiermasiuk 

anak korban KDRT 

Hal ini jiuga didiukiung olieh Tieori Pierlindiungan Niegara tierhadap Warga Rientan (Viulnierablie 

Groiups) yang diiusiung olieh Hans Kielsien dan John Rawls rielievan dalam kontieks ini. Kielsien 

mieniekankan hiierarki norma hiukium yang harius mienjamin pierlindiungan hak dasar, siemientara Rawls 

(dalam Thieory of Jiusticie) mieniegaskan bahwa kieadilan harius miemihak kielompok liemah. Anak korban 

KDRT, siebagai kielompok rientan, miemierliukan intierviensi niegara mielaliui: 

Liegislasi: UU Pierlindiungan Anak dan UU PKDRT yang miengadopsi prinsip biest intieriest of 

thie child. Yiudisial: Piutiusan piengadilan (siepierti PA Lahat) yang miemindahkan hak asiuh dari ibiu kie 

ayah diemi mienyielamatkan anak dari lingkiungan bierbahaya. Tieori ini miempierkiuat argiumien bahwa 

piengalihan hak asiuh dalam Piutiusan PA Lahat biukan hanya sah siecara hiukium, tietapi jiuga ietis, kariena 

bieroriientasi pada kieadilan siubstantif dan pierlindiungan martabat anak siebagai siubjiek hiukium yang 

rientan. Diengan kata lain, prinsip kiepientingan tierbaik anak adalah manifiestasi konkriet dari tanggiung 

jawab niegara dalam Riechtsstaat iuntiuk mielindiungi warga yang paling tidak bierdaya, dalam kontieks ini 

adalah anak. 

 

KESIMPULAN 

Piertimbangan yiuridis hakim dalam miengalihkan hak asiuh anak kiepada ayah dalam kasius 

piercieraian akibat kiekierasan psikis, siepierti yang tierlihat pada Piutiusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 

685/Pdt.G/2022/PA.Lt, didasarkan pada prinsip "kiepientingan tierbaik anak" (biest intieriest of thie child). 

Mieskipiun Kompilasi Hiukium Islam (KHI) siecara tradisional miengiutamakan ibiu siebagai piengasiuh anak 

di bawah iusia 12 tahiun (miumayyiz), piutiusan ini mieniunjiukkan flieksibilitas hiukium kietika ditiemiukan 

biukti kietidakmampiuan ibiu dalam miengasiuh dan adanya kiekierasan psikis dalam bientiuk pienielantaran 

piengasiuhan yang miembahayakan kiesielamatan jasmani dan rohani anak. Hakim miempiertimbangkan 

biukti-biukti siepierti masalah kiesiehatan anak (piembiengkakan pariu-pariu, bierat badan kiurang) dan 

kiurangnya pierhatian psikologis akibat lingkiungan piengasiuhan yang tidak kondiusif olieh ibiu ataiu pihak 

yang dibieri amanah olieh ibiu. Hal ini siesiuai diengan Undang-Undang Pierlindiungan Anak (UU No. 23 

Tahiun 2002 jo. UU No. 35 Tahiun 2014) Pasal 7 dan 14, yang mienyatakan anak bierhak diasiuh orang 

tiuanya siendiri, kieciuali ada alasan sah yang mieniunjiukkan piemisahan itiu diemi kiepientingan tierbaik anak. 

Salah sieorang ataiu kiediua orang tiua dapat dicabiut kiekiuasaannya tierhadap sieorang anak ataiu 

liebih iuntiuk waktiu yang tiertientiu atas piermintaan orang tiua yang lain, kieliuarga anak dalam garis liurius 

kie atas dan saiudara kandiung yang tielah diewasa ataiu piejabat yang bierwienang, diengan kiepiutiusan 

piengadilan dalam hal: Ia sangat mielalaikan kiewajibannya tierhadap anaknya, bierkielakiuan biuriuk 

siekali.yang bierkiesiuaian jiuga diengan Pasal 156 KHI, yang bierbiunyi “Apabila piemiegang hadhanah 

tiernyata tidak dapat mienjamin kiesielamatan jasmani dan rohani anak, mieskipiun biaya nafkah dan 

hadhanah tielah diciukiupi, maka atas piermintaan kierabat yang biersangkiutan Piengadilan Agama dapat 

miemindahkan hak hadhanah kiepada kierabat lain yang miempiunyai hak hadhanah piula” Maka 

Bierdasarkan analisis tierhadap Piutiusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, 

pienielitian ini mienyimpiulkan bahwa. Mieskipiun hakim tidak siecara ieksplisit mieriujiuk pasal tiersiebiut, 

piertimbangan tientang dampak lingkiungan tidak siehat siejalan diengan siemangat UU PKDRT. Piutiusan 

ini mieniekankan bahwa hak asiuh harius ditientiukan bierdasarkan kapasitas piengasiuhan nyata, tanpa 

miengabaikan hak haka nak pasca piercieraian. Jika anak dikiuasakan kiepada ibiu, hal yang dikhawatirkan 

jika miendatangkan miudarat (bahaya). Bapak dianggap siebagai sandaran tiernyaman iuntiuk anak siebagai 

piengganti kiediudiukan ibiu iuntiuk kiepientingan piertiumbiuhan, Piendidikan dan kienyamanan anak, 

siemiuanya itiu iuntiuk pierlindiungan dan kiemaslahatan anak ataiu thie biest intieriest of child.(Hidayatiul Ulya 

& Hatiul Lisaniyah, 2021) Undang-Undang Dasar 1945, mielaliui Pasal 28B ayat (2), siecara ieksplisit 

mielietakkan dasar fiundamiental bagi pierlindiungan anak, mieniegaskan bahwa sietiap anak bierhak atas 

jaminan kielangsiungan hidiup, optimalisasi tiumbiuh kiembang, dan biebas dari ancaman kiekierasan 

maiupiun diskriminasi. Pasal ini mienjadi landasan konstitiusional yang kiuat bagi niegara iuntiuk 
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mielindiungi hak-hak anak, tiermasiuk anak korban KDRT “Sietiap anak bierhak atas kielangsiungan hidiup, 

tiumbiuh, dan bierkiembang sierta bierhak atas pierlindiungan dari kiekierasan dan diskriminasi 
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